BAB III

PENEGAKAN HUKUM BAGI POLISI PELAKU TINDAK PIDANA

A. Pengertian Penegakan Hukum
Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddigie, SH Penegakan hukum
adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya
norma-norma hukum secara nﬁm sebagai pcdoman perilaku dalam
lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara '

. Ditinjau dari sudut subjeknya,
penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat
pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti
yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, prﬁses penegakan hukum
itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.
Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu
atau tidakl melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma
aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau fncnegakkan
aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan
hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum

tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum

berjalan sebagaimana seharusnya >. Dalam memastikan tegaknya

! Jimly Asshiddigie, “Penegakan Hukum” diunduh dari
hitp://jimly.com/makalah/namafile/S6/Penegakan_Hukum.pdf, pada tanggal 21/06/2012, pk} 13.02
2 . »

Ibid.,
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hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu
diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. |
Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut
6bjeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya
juga mencakup makna yang luas dan sempit °. Dalam .arti luas,

penegakan hukum itu mencakup pula- nilai-nilai keadilan yang

terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai

k_e_adi]an yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit,
penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang
formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan ‘gw
enforcement’ ke dalam bahasa Indonesia dalam menggﬁnakan
perkataan ‘penegakan hukum’ -dalam am luas dan dapat pula
digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit *.

Dengan uraian di‘ atas jelaslah kiranya bahwa yang din;aksud
dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang
dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang
sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman
periléku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum
yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang

resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk

® Ibid.,
" Ibid,




menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara °.

Pada perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan
bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan
nilai-nilai yang terjabarkan dalam kajdah—kaicialﬁpandangan-
pandangan menilai yang mantap dan men’gej ewantah dari sikap tindak
sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptaké_n,
memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulaﬁ hidﬁp
(1977).%

Soerjono Soekanto, dalam kaitan tersebut, menyatakan bahwa
sistem penegakan hukum yang baik adalah menyangkut penyerasian
antara m'iai dengan kaidah serta dengan prilaku nyata manusia
(1983:13)

Liliana Tedjosapuiro, ményatakan bahwa penegakan hukum
tidak hanya mencakup law enforcement tetapi juga peace
maintenance, oleh karena penegakan hukum merupakan proses
penyerasian antara mlai;nilaj, kaidah-kaidah dan pola prilaku nyata,
yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan (2003:66).
Tugas utama penegakan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan,

karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan

* Ibid,,

& journal.umi.ac.id/pdfs/Supremasi_Hukum_dan_Penegakan_Hukum.pdf diunduh pada hari sabtu,
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(Liliana, 2003 : 66) ’. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak
ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang
oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati ®.

Karena itu tidak ada cara lain agar hukum dapat ditegakkan
maka perlu pencera]:;an pemahaman hukum bahwa sesungguhnya
hukum itu tidak lain édalah sebuah pilihan keputusan, sehingga
takkala salah memilih keputusan dalam sikap dan prilaku konkrit,
maka berpengaruh buruk terhadap penampakax.i hukum di rana
empiris.

Dalam menegakkan hukum, ada tiga hal yang harus
diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Oleh
karena itu Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa penegakan hukum

merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian

hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyafaan °. Proses

perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan
hukum. Penegakan hukum harus berguna dan bermanfaat bagi
masyarakat, karena hukum diciptakan semata-mata untuk kepetingan
masyarakat. Sehingga dengan adanya penegakan hukum diharapkan

masyarakat dapat hidup aman, damai, adil, dan sejahtera.

Sudikno Mertokusumo (2005:160), menyatakan bahwa untuk

memfungsikan hukum secara nyata, maka harus dilakukan penegakan

? Ibid.,
8 bid.,
® Ibid.,
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hukum, oleh karena dengan jalan itulah maka hukum menjadi
kenyataan dan dalam kenyataan hukum harus mencerminkan
kepastian hukum (rechissicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeir)
dankeadilan (gerechtigkeif). Demi supremasi hukum, maka penegakan
hukum tidak boleh ditawar-tawar. Namun dalam implementasinya
tetap ‘harus dengan cara-cara yang mencerminkan nilai—n_jlai‘
kemanusian, oleh karena hukum itu sendiri harus difungsikan sebagai
sarana memanusiakan manusia‘. Bukan justru dengan cara yang
bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang bahkan perampasan
hak asasi manusia.

Wahyuddin Husein Hufron (2008:211), menyatakan bahwa
sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik
adalah yang dapat menjamin kehidupan sosial masyarakat yang lebih
berkesejahtraan, berkepastian dan berkeadilan.

Sedangkan menurut Soejono Sockanto. Penegakan hukum
adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan
dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan
mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian
penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan
hidup '°. |

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan

hukum tidak boleh ditawar-tawar. Namun dalam implementasinya

% Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di
Indonesia, Ul-Press, Jakarta, 1983, hal.3.
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tetap harus dengan cara-cara yang mencerminkan nilai-nilai
kemanusian, oleh karena hukum itu sendiri harus difungsikan sebagai
sarana memanusiakan manusia. Bukan justru dengan cara yang
bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang bahkan perampasan

hak asasi manusia.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
1. Faktor hukumnya sendiri/substansi

Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin
memungkinkan penegakannya. Sebaliknya, samakin tidak baik
suatu  peraturan  hukum  akan  semakin  sukarlah
menegakkannya. Di dalam menyusun hukum yang baik, maka
diperlukan ilmu dan teknologi hukum yang cukup. Untuk
menyusun peraturan perundang-undangan tertentu, misalnya,
selain diperlukan kemahiran membuat peraturan secara teknis,
juga diperlukan pengetahuan yang sistematis mengenai materi
atau substansi yang akan diatur dengan peraturan tersebut.

2. Faktor Penegak Hukum.

Yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan
hukum. Mentalitas penegak hukum merupakan titik sentral
daripada proses penegakan hukum. Hal, ini disebabkan, oleh
karena pada masyarakat Indonesia masih terdapat
kecenderungan yang kuat, untuk senantiasa

mengidentifikasikan hukum dengan penegaknya. Apabila
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penegaknya bermental baik, maka dengan sendirinya hukum
yang diterapkannya juga baik. Kalaun saja penegak hukum
tidak disukai, maka secara serta merta hukum yang diterapkan

Jjuga dianggap buruk.

. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak
mungkin penegakan hokum akan berlangsung dengan lancar.
Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenag.a manusia
yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik,
peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan
seterusnya. Kalau hal-hal itu tidek terpenuhi maka mustahil
penegakan hukum akan mencapai tujuannya.
Sarana atau fasilitas mempunyai pengaruh yang sangat besar
bagi kelancaran pelaksanaan penegakaﬁ hukum sangat mudah
dipahami, dan banyak sekali contoh-contoh dalam masyarakat.
Misalnya penanganan kasus yang sampai pada tingkat kasasi
yang sangat lambat, hal ini disebabkan jumlah hakim tidak
sesuai dengan jumlah perkara yang masuk.

. Faktor Masyarakat

Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum maka

semaki; memungkinkan adanya penegakan hukum di

masyarakat. Karena hukum adalah berasal dari masyarakat dan

diperuntukkan mencapai keadilan di masyarakat pula,
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Kesadaran hukum adalah pengetahuan, penghayatan dan
ketaatan masyarakat akan adanya hukum. Kesadaran tersebut
dipengarchi oleh faktor agama, ekonomi, politik dan
sebagainya. Taraf kesadaran hokum para warga masyarakat,
merupakan faktor yang penti.ng di dalam menegakkan hukum.
Oleh karena ada kecenderungan kuat untuk bérorienta;si ke
atas, maka mentalitas penegak hukum sangat besar peranannya

di dalam mengusahakan adanya kepatuhan hukum.

. Faktor Kebudayaan/Culture

Kebudayaan pada dasamnya mencakup nilai-nilai yang
mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan
konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik
(sehingga dituruti) dan apa yang dianggap burvk (sehingga
dihindéri). Kebudayaan mendasari adanya hukum adat, yakni
hukum kebiasaan yang berlaku. Selain itu juga ada hokum
tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk oleh golongan
tertentu  yang mempunyai wewenang dan berlaku  di
masyarakat itu juga yang mcnc:érminkan nilai-nilai yang
menjadi dasar dan hukum adap agar hokum perundang-

undangan dapat berlaku efektif. Dengan demikian semakin
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banyak persesuaian, semakin memungkinkan untuk hukum itu
ditegakkan ',
C. Jenis Penegakan Hukum Terhadap Polisi Pengguna Narkoba
Penegakan hukum pidana bagi Polisi pelaku tindak pidana akan
diproses sesuai dengan peradilan umum yang berlaku di Indonesia.
Selain itu di instansi Polri sudah terdapat peraturan yang harus ditaati
oleh Polri itu sendiri, sebagai penegakan hukum terhadap polisi pelaku
tindak pidana. Berikut beberapa peraturannya:

1. Peraturan Disiplin Anggota Polri

Pengertian disiplin berasal dari bahasa latin discipline, yang
berarti instruksi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun
2003, disiplin adalah ketaatan dan ke.patuhan yang sungguh-
sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara °

Republik Indonesia.

Peraturan  disiplin  dimaksudkan untuk  menjamin
terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai dengan
tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Polri.
S,ebag‘,ai sebuah organisasi, Polri harus mempunyai aturan tata
tertib perilaku bekerja, bertindak dan bergaul di antara anggotanya,
serta dalam bergaul dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya.

Disiptin anggota Polri adalah kehormatan yang menunjukan

1 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung: Sinar
Bamy, hal. 45
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kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Polri, dan bertujuan
untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen
yang teguh. Kredibilitas dan komitmen anggota Polri adalah
sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku
pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat serta sebagai
penegak hukum dan pemelihara keamanan. Pt?laksanaan diéiplin
bagi anggota Polri berbeda dengan loyalitas, karena pelaksanaan
peréturan disiplin didasarkan pada kesadaran daripada rasa takut

dan didasarkan pada komitmen daripada loyalitas.

Figur polisi tidak berbeda dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya sesuai dengan undang-undang serta dalam kehidupan
sehari-héri. Jadi tidak ada batas yang jelas antara kehidupan pribadi
dan kehidupan dalam pekerjaan pada diri anggota Polri. Seorang
anggota Polri yang sedang tidak bertugas, tetap dianggap sebagai
sosok polisi. Oleh karena itu peraturan disiplin bagi anggota Polri
di samping mengatur tata kehidupan dalam pelaksanaan tugas juga
mengatur tata kehidupan anggota Polri sclaku pribadi dalam
kehidupan bermasyarakat. Peraturan disiplin Polri memuat pokok-
pokok kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajibari seorang
12

anggota polisi tidak dilaksanakan, atau terjadi pelanggaran _

.
L

" 12 p\di Rahadi, Hukum Kepolisian ( Profesionalisme dan Reformasi Polri ), Laksbang Mediatama,
Surabaya, 2007, him 125 ?




Dalam Pasal 3 PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan
Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur
tentang kewajiban, larangan dan sanksi bagi anggota Polri, yakni

sebagai berikut:

a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-
undang Dasar Negri Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara dan Pemerintahan;

b. Mengutamakan  kepentingan negara di atas
kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari
segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan
negara :

¢. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara,
pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

d. Menyimpan rahasia negara dan atau rahasia jabatan
dengan sebaik-baiknya ;

e. Hormat-menghormati antar pemeluk agama;

f. Menjunjung tinggi hak asasi manusia;

g. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku,
baik yang berbubungan dengan tugas kedinasan

maupun yang berlaku secara umum;
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h. Melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada
hal yang dapat membahayakan dan atau merugikan
negara atau pemerintah;, |

i. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap
masyarakat; |

j. Berpakaian rapi dan pantas;

Pasal 5 PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin
Anggota Kepolisian Ne_gara Republik Indonesia diatur mengenai
larangan bagi anggota Pt;lri, terutama dalam rangka memelihara
kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Adapun larangan tersebut

adalah :

a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan
dan martabat negara, Pemerintah, atau Kepolisian
Negara Republik Indonesia;

b. Melakukan kegiatan politik praktis;

c. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan
atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

d. Bekerjasama dengan orang lain di dalan; atau di lvar
lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh
keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain secara
langsung merugikan kepintangan negara;

e. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau

golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan
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1.

§

dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik
Indonesia demi kepentingan pribadi;

Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang
kegiatan usahanya berada dalam -ruang lingkup
ke.lcuasaanya;

Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian,
prostitusi dan tempat hiburan;

Menjadi penﬁgih uta;xg atau menjadi pelindung orang
yang punya uang;

Menjadi perantara/ makelar perkara

Menelantarkan keluarga

Peraturan disiplin merupakan salah satu sarana penegakan

hukum bagi polisi pelaku tindak pidana, dan juga untuk melakukan
pembinaan dan pengwasan terhadap anggota polri dalam
pciaksanaa tugas sehri-hari maupun dalam kehidupan sehari-hari.
Apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan disiplin oleh
anggota Porlri, maka akan ditindak dan diberikan sanksi hu.kuman
sesuai dengan Kkefentuan yang berlaku. Melalui pelaksanaan .
peraturan disiplin anggota Polri juga dapat dijadikan parameter
untuk menilai profesionalisme anggota Polri dalam pelaksanaan

tugas dan fungsinya.'

B Id, him 144
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2.

Kode Etik Profesi Polri

Kode Etik Profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau
pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau
merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang
disusun oleh anggota profesi itu sendiri yang mengikat mereka
dalam praktek. Dengan demikian maka Kode Etik Profesi berist
nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan
pengendaﬁ bagaimana seharusn}é atau seyogyanya pemegang
profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan
profesinya. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam Kode Etik
Profesi adalah nila-nilai etis .

Etika Profesi Kepolisian merupakan kristalisasi nildi-nilai
Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta
mencerminkan jati diri setiap anggota kepolisian meliputi etika
pengabdian, kelembagaan, dan kenegaraan, selanjutnya disusun ke
dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pencurahan perhatian yang sangat serius dilakukan dalam
menyusun Etika Kepolisian adalah saat pencarian identitas pﬁlisi
sebagai landasan Etika Kepolisian. Sebelum dinyatakan sebagai

Kode Etik, Tribrata memberikan identitas kepada Kepolisian

12, Him 146
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Negara Republik Indonesia, dalam rangka penyusunan undang-
undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (1952)."
Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia untuk
pertama kali ditetapkan oleh Kapolri dengan Surat Keputusan
Kapolri No. Pol : Skep/213/VII/1985 tanggal 1 Juli 1985 yang
selanjutnya naskah dimaksud terkenal dengan Naskah Ikrar Kode
Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia beserta pedoman
- pengamalannyé. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28
Tahun 1997 dimana pada Pasal 23 mempersyaratkan adanya Kode
Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia, maka pada tanggal 7
Maret 2001 diterbitkan buku Kode Etik Profesi Kepolisian Negara
Indonesia dengan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/05/111/2001
serta buku Petunjuk Administrasi Komisi Kode Etik Profesi
Kepolisian Negara Indonesia dengan Keputusan Kapolri No. Pol.
:Kep/04/111/2001. Perkembangan selanjutnya dengan Ketetapan
MPR-RI Nomor. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara
Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik hdonésia,
Ketetapan MPR-RI Nomor. VII/MPR/2000 tentang peran Tentara
Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dan amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republii: Indonesia sebagaimana

tersebut dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 35; maka dipertukan

15 Sumaryono, Etika Profesi Fhkum, Norma-norma bagi Penegak Hukum, Kanisius, ¥ogyakarta, 1975
Him. 16 )

57



perumusan kembali Kode Etik Profesi Kepolisian Negara
Indonesia yang lebih konkrit agar pelaksanaan tugas kepolisian
lebih terarah dan sesuai dengan harapan masyarakat yahg
mendambakan terciptanya supremasi hukum dan terwujudnya rasa

keadilan

Selanjutnya perumusan Kode Etik Profesi Kepolisian
Negara Indonesia memuat norma perilaku dan moral yang
disepakati bersama serta dijadikan ;_)_edoman dalam melaksanakan
tugas dan wewenang bagi anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia sehingga menjadi pendorong semangat dan rambu-
" rambu nurani setiap anggota untuk pemuliaan profesi kepolisian
gunﬁ meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian
Negara Republik Indonesia merupakan organisasi pembina profesi
Kepolisian yang berwenang membentuk Komisi Kode Etik Profesi
Kepolisian Negara Indonesia di semua tiﬂgkat organisasi,
selanjutnya berfungsi untuk .menilai dan memeriksa pelanggaran
yang dilakukan oleh anggota terhadap ketentuan Kode Etik Profesi
Kepolisian Negara Indonesia. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara
Republik Indonesia memuat -3 (tiga) substansi etika yaitu etika
pengabdian, kelembagaan, dan kenegaraan yang dirumuskan dan
disepakati oleh seluruh anggota anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia sehingga menjadi kesepakatan bersama sebagat

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
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memuat komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia sebagai kristalisasi nilai-nilai dasar yang
terkandung dalam Tribrata dan dilandasi oleh nilai-nilai luhur
Pancasila *°.

Terkait tindak pida;na yang dilakukan oleh anggota Polri,
sidang Komisi Kode Etik Polri merupakan‘suatu peradilan internal
yang dilakukan sebagai tindak lanjut atas dijatuhkannya hukuman
pidana minimal 3 bulan penjara oleh peradilan umum kepada
terperiksa, untuk menjatuhkan hukuman administrasi kepada yang

bersangkutan.

' Ibid.,



